
 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia 

yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat 

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan 

kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan 

oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran 

maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
1
 

 

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan 

terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan 

ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah 

yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, 

berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu 

yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
2
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Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya 

perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula 

dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai 

subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. 

Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu 

tindakan hukum.
3
  

 

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi 

masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan 

aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga 

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
4
  

 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi 

individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang 

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam 

pergaulan hidup antar sesama manusia.
5
 

 

                                                           
3
 CST Kansil. Loc Cit. hlm. 102 

4
 Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana 

Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3 
5
 Muchsin. Op Cit. hlm. 14 
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Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi 

subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah 

sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan 

rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sutu kewajiban.  

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti 

denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi 

sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.
6
 

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, 

yaitu : 

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif 

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan 

untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan 

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah 

terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi 

tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan 

                                                           
6
 Ibid. hlm. 20 
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adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat 

hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia 

belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. 

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. 

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan 

Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip 

perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari 

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-

pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua 

yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip 

negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak 

asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 

mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.
7
 

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa 

perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk 

memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh 

LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. 

                                                           
7
 Philipus M. Hadjon. Op Cit. hlm. 30 
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Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta 

bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus 

ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum 

sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang 

aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (Rechtidee) 

dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hukum 

berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus 

memperhatikan 4 unsur :  

a. Kepastian hukum (Rechtssicherkeit)  

b. Kemanfaat hukum (Zeweckmassigkeit) 

c. Keadilan hukum (Gerechtigkeit)  

d. Jaminan hukum (Doelmatigkeit).
8
  

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat 

dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi 

hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan 

hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta 

memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi 

penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya 

menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum 

dan keadilan hukum.
9
  

                                                           
8
 Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2009. hlm. 43 

9
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Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan 

manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan 

hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar 

harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki 

kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap 

tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum 

karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. 

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum 

adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan 

bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di 

dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar 

akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak 

dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan 

perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: 

ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan 

keadilan. 

 

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan 

demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi 

individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan 

sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi 

batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap 
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individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut  menimbulkan 

kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum  mengandung dua pengertian, 

yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan 

hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan 

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan 

atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa 

pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim 

antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus 

serupa yang telah diputuskan.
10

  

 

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti 

tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi 

suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan 

konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat 

berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.  

 

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. 

Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh 
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 Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana. 2008. hlm. 157-158 
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undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, 

pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya 

dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu 

harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau 

mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi 

masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah 

lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak 

mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh 

pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian 

hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.
11

 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum 

adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta 

pengakuan terhadahak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum 

bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua 

sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan 

martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana 

perlindungan hukum preventif dan represif. 
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B. Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang 

merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa 

Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda 

menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak 

pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.
12

  

 

Menurut Jonkers dalam Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu kelakuan 

yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dan dapat 

dipertanggungjawabkan.
13

 

 

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 

menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam 

dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-

unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang 

menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).
14
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 Bambang Poernomo. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1997. hlm. 86 
13

 Ibid. hlm. 87. 
14

 J.B. Daliyo. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta. Prenhalindo. 2001. hlm. 93 
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Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan 

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 

melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah 

perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja 

dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu 

keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman 

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.
15

  

 

Menurut D. Simons dalam C.S.T. Kansil, Peristiwa pidana itu adalah “Een 

Strafbaargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van 

een Toerekenungsvatbaar persoon”. Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah 

dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang 

mampu bertanggungjawab.
16

 

Menurut Simons, unsur-unsur peristiwa pidana adalah: 

a. Perbuatan manusia (handeling) 

b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk) 

c. Perbuatan itu diancam dengan pidana (Strafbaar gesteld) oleh Undang-undang 

d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab 

(Toerekeningsvatbaar person) 

e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (Schuld) si pembuat.
17
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 Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. hlm. 54 
16

 C.S.T. Kansil. Pokok-pokok Hukum Pidana. Jakarta. Pradnya Paramita. 2004. hlm. 37 
17

 Ibid. hlm. 38 
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Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok orang. 

b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. 

Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu 

memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan 

hukum. 

d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang 

dilanggar itu dicantumkan sanksinya.
18

  

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana/peristiwa 

pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan 

(gedraging), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian Undang-undang (wettelijke 

omschrijving), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan 

kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman. 
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 J.B. Daliyo. Op cit. hlm. 93 
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2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Menurut J.B. Daliyo,
19

 perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu: 

a. Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan dan 

perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 

undang-undang yang bersangkutan. 

b. Delik material adalah suatu pebuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang 

timbul dari perbuatan itu. 

c. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. 

d. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya 

mengakibatkan matinya seseorang. 

e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang 

lain. Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. 

f. Delik politik adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan 

negara baik secara langsung maupun tidak langsung.  

J.B. Daliyo,
 
lebih lanjut menyatakan bahwa tiga jenis peristiwa pidana di dalam 

KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 yaitu: 

1. Kejahatan (Crimes) 

2. Perbuatan buruk (Delict) 

3. Pelanggaran (Contravention) 
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Sedangkan menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dua jenis 

yaitu “Misdrijf” (kejahatan) dan “Overtreding” (pelanggaran).
20

 

 

Selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktek 

dibedakan pula antara lain dalam: 

a. Delik Commissionis dan Delikta Commissionis. 

Delik Commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat 

sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. Delikta Commissionis 

adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) pernuatan yang 

dilarang oleh aturan-aturan pidana. Delikta Commissionis adalah delik yang 

terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat. 

b. Ada pula yang dinamakan delikta commissionis peromissionem commissa, yaitu 

delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula delik 

dolus dan delik culpa. 

Bagi delik dolus harus diperlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 338 

KUHP, sedangkan pada delik culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila 

kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP. 

dilakukan dengan tidak berbuat. 

c. Delik biasa dan delik yang dapat dikualifisir (dikhususkan) 

d. Delik menerus dan tidak menerus.
21
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21
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Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat diketahui ada beberapa pengertian tindak 

pidana maupun perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya memmpunyai pengertian, 

maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan diancam 

dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas. 

 

C. Pengertian Penipuan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, 

perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya), dengan 

maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti 

proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).
22

 Dengan demikian 

maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang 

menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan 

sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau 

bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk 

kepentingan dirinya atau kelompok. 

 

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang 

belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam 

KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur 

suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat 
                                                           
22

 Ananda S. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya. Kartika. 2009. hlm. 364 
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dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno bahwa barangsiapa 

dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 

hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu 

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk 

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun 

menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling 

lama empat tahun.
23

 

 

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan 

Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan 

adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu 

dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. 

Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun 

demikian rupa yang merupaka cerita sesuatu yang seakan-akan benar.
24

  

 

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang 

dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong 

sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. 

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang 
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 Moeljatno. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jakarta. Bumi Aksara. 2007. hlm. 133 
24

 R. Sugandhi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. Surabaya. Usaha Nasional. 
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seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak 

sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang 

menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu 

supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan 

menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan 

sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun 

jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. 

Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat 

pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan 

tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. 

 

Terkadang penipuan juga sulit dibedakan dengan penggelapan, adapun perbedaan 

antara penipuan dan penggelapan yaitu, tindak pidana penipuan dan penggelapan 

dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu 

berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang 

dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini 

adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif.  
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Kejahatan penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab 

XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari 

bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipun. Berdasarkan 

rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pdana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :  

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat 

dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu 

adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih 

membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan 

demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga 

pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus 

bersifat melawan hukum.  

 

2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, 

martabat palsu/keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). 

Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara 

dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.
25

  

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain 

adalah sebagai berikut :  

a. Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang 

sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si 

                                                           
25

 R. Soenarto Soerodibroto. KUHP dan KUHAP. Jakarta. Rajawali Pers. 1992. hlm. 241 



36 

 

penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia 

sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan 

belit dusta.  

b. Tipu muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-

perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu 

menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada 

orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau 

tindakan.  

c. Martabat/keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah 

bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatau 

keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang 

yang ada dalam keadaan itu.  

d. Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup 

sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrest-nya 8 

Maret 1926, bahwa : Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara 

berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan 

kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka 

secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah 

merupakan suatu kebenaran.
26
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3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi 

utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk 

menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak 

dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrest-nya 

Tanggal 25 Agustus 1923, bahwa harus terdapat suatu hubungan sebab musabab 

antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. 

Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat 

penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang 

ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi 

yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut 

terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam 

jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.
27

  

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai 

berikut :  

a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang 

atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang 

punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya 

harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.  

b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa 

hak, dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang 

yang menyerahkan barang itu.  
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c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang 

itu dengan jalan : 

1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya. 

2) Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam 

Pasal 378 KUHP.
28

 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru 

dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam 

Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP 

terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai 

perbuatannya. 
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D. Pengertian Jual Beli Online 

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa jual-beli adalah suatu persetujuan dimana 

suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain 

wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.
29

 

Selanjutnya Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa 

jual-beli adalah pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada 

pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam 

eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, 

sejumlah tertentu, berwujud uang.
30

 

 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, dkk., bahwa jual beli online adalah transaksi 

dagang antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau 

mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media electronic (digital medium) 

di mana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan 

umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau world wide web. Transaksi ini terjadi 

terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.
31
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Menurut Edmon Makarim, pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik 

tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa di dunia nyata.  Proses 

pengikatan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, 

sebagai berikut : 

1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada 

internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan storefront yang berisi katalog 

produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki website 

pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. 

Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui di toko online ini adalah bahwa 

pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan 

waktu. 

Penawaran dalam sebuah website biasanya menampilkan barang-barang yang 

ditawarkan, harga, nilai rating atau poll otomatis tentang barang yang diisi oleh 

pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang 

berhubungan. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang 

menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha 

yang melakukan penawaran, oleh karena itu, apabila seseorang tidak 

menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang 

menawarkan sebuah produk, maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan 

demikian penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang 

membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.  

2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila 

penawaran dilakukan melalui e-mail address, maka penerimaan dilakukan melalui 
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e-mail, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah e-mail yang dituju 

sehingga hanya pemegang e-mail tersebut yang dituju. Penawaran melalui website 

ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka website tersebut, karena siapa 

saja dapat masuk ke dalam website yang berisikan penawaran atas suatu barang 

yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat 

untuk membeli barang yang ditawarkan itu, dapat membuat kesepakatan dengan 

penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual-

beli secara elektronik, khususnya melalui website, biasanya calon pembeli akan 

memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika 

calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang 

ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli 

merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli/konsumen akan memasuki 

tahap pembayaran.  

3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, 

misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpu pada keuangan 

nasional, yang mengacu pada sistem keuangan lokal. Klasifikasi cara pembayaran 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Transaksi model ATM, sebagai transaksi yang hanya melibatkan institusi 

finansial dan pemegang account yang akan melakukan pengambilan atau 

mendeposit uangnya dari account masing-masing;  

b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara, yang dapat dilakukan langsung antara 

kedua pihak tanpa perantara dengan menggunakan uang nasionalnya.  
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c. Pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga, umunya merupakan proses 

pembayaran yang menyangkut debet, kredit ataupun cek masuk. Metode 

pembayaran yang dapat digunakan antara lain : sistem pembayaran melalui 

kartu kredit online serta sistem pembayaran checkin line.  

Apabila kedudukan penjual dengan pembeli berbeda, maka pembayaran dapat 

dilakukan melalui cara account to account atau pengalihan dari rekening pembeli 

kepada rekening penjual. Berdasarkan kemajuan teknologi, pembayaran dapat 

dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada 

formulir yang disediakan oleh penjual dalam penawarannya. Pembayaran dalam 

transaksi jual-beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan secara langsung 

karena adanya perbedaan lokasi antara penjual dengan pembeli walaupun 

dimungkinkan untuk dilakukan.  

4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas 

barang yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli 

berhak atas penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya, barang yang 

dijadikan objek perjanjian dikirimkan oleh penjual kepada pembeli dengan biaya 

pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli.
32

  

Berdasarkan proses transaksi jual-beli secara online yang telah diuraikan di atas, 

menggambarkan bahwa ternyata jual-beli tidak hanya dapat dilakukan secara 

konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, 

namun dapat juga hanya melalui media internet, sehingga orang yang saling 
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berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual 

beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung, sehingga 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual 

maupun pembeli. Namun, di sisi lain transaksi jual beli online akan menimbulkan 

perbuatan curang dengan cara melakukan penipuan, apabila barang yang dibeli 

ataupun dipesan tidak pernah dikirim, sedangkan uang sudah dikirim melalui 

rekening.  

E. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan 

Emilio C. Viano membatasi tulisannya pada korban dalam arti sempit sebagaimana 

diatur dalam hukum positif, bahwa apabila kejahatan dalam pengertian yuridis, 

merupakan perbuatan yang dijatuhi hukuman oleh hukum pidana, maka pemahaman 

para ahli kriminologi mengenai hal itu mempunyai pengertian yang lebih dalam lagi. 

Seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja 

dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat 

menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian, seorang 

korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan 

terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok ataupun oleh Negara.
33

 

Menurut Barda Nawawi Arief, masalah perlindungan korban termasuk salah satu 

masalah yang juga mendapat perhatian dunia internasional. Dengan mengutip hasil 

Kongres PBB VII Tahun 1985 di Milan tentang The Prevention of Crime and the 
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Treatment of Offenders, dikemukakan: hak-hak korban seyogianya dilihat sebagai 

bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Perlindungan terhadap 

korban kejahatan sebagai bagian dari masalah perlindungan Hak-hak Asasi Manusia 

(HAM), dan itu memang ada keterkaitan erat antara keduanya.
34

 

 

Koesparmono Irsan (1995: 15) menulis bahwa secara filosofis manusia selalu 

mencari perlindungan dari ketidakseimbangan yang dijumpainya, baik yang 

menyangkut hak-haknya, perilaku terhadapnya. Perlindungan itu, dapat berupa 

perbuatan maupun melalui aturan-aturan, sehingga tercapai keseimbangan yang 

selaras bagi kehidupan. Hukum, dalam hal ini hukum pidana, merupakan salah satu 

upaya untuk menyeimbangkan hak-hak tersebut.
35

   

 

Korban akibat kejahatan memang harus dilindungi, sebab pada waktu korban masih 

berhak menuntut pembalasan terhadap pelaku, korban dapat menentukan dalam 

besar-kecilnya ganti rugi itu. Namun, setelah segala bentuk balas dendan dan ganti 

rugi diambil alih oleh negara, maka peranan korban tidak diperhatikan lagi. Apalagi 

dengan adanya perkembangan pemikiran dalam hukum pidana, di mana perlunya 
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pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Akibatnya, telah 

mengurangi perhatian negara terhadap korban.
36

 

 

Kebijakan penal dalam hukum pidana positif yang masih belum berorientasi pada 

korban dalam arti konkrit, menunjukkan masih kuatnya pengaruh aliran klasik dan 

aliran modern, baik terhadap para sarjana hukum asing maupun sarjana hukum kita. 

Demikian juga dengan masih dianutnya pandangan mono-dualistik dalam hukum 

pidana, yang menurut Barda Nawawi Arief, biasa dikenal dengan istilah Daad-dader 

Strafrecht, yaitu hukum pidana yang memperhatikan segi-segi objektif dari perbuatan 

(daad) dan juga segi-segi subjektif dari orang atau pembuat (dader).
37

 

 

Menurut Muladi (1995: 5) model perlindungan korban dalam konsep Daad-Dader 

Strafrecht, ini merupakan model yang realistik, karena memperhatikan berbagai 

kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu meliputi kepentingan 

negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, 

dan kepentingan korban kejahatan. Model yang bertumpu pada konsep Daad-Dader 

Strafrecht ini, oleh Muladi disebut sebagai Model Keseimbangan Kepentingan.
38
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F. Faktor Penghambat dalam Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum dalam hal ini erat kaitannya dengan hak-hak korban, dan 

langkah perlindungan yang diberikan lebih bersifat reaktif daripada proaktif. 

Dikatakan reaktif karena langkah ini ditujukan kepada mereka yang telah mengalami 

atau menjadi korban kejahatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk 

diproses lebih lanjut. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah bahwasanya 

sering kali korban memutuskan untuk tidak melaporkan akan adanya suatu kejahatan 

yang menimpa mereka. Banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga korban 

enggan untuk melaporkan kejahatan yang terjadi, salah satu faktornya bahwa 

keputusan korban ini merupakan rangkaian tingkah laku yang bersumber pada sikap 

individual dan interaksi korban sebagai pelapor dengan polisi sebagai fungsi 

hubungan stimulus secara timbal balik. Polisi sebagai sistem stimulus diwujudkan 

dalam bentuk perilaku positif dalam “model bertingkah laku” bagi korban dalam 

pengambilan keputusan. Demikian pula sebaliknya, tingkah laku masyarakat adalah 

stimulus yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan dari masyarakat terhadap polisi 

yang akan menjadi faktor pendorong bagi polisi dalam menjalankan tugasnya.
39

 

Selain faktor tersebut di atas, faktor kepribadian korban masih merupakan faktor yang 

sangat mempengaruhi dalam perlindungan hukum. Faktor kepribadian korban 

tersebut antara lain : 

a. Korban kejahatan pada umumnya tertuju pada manusia yang mempunyai hak dan 

kewajiban serta menuntut perlakuan yang sama dengan orang lain, termasuk 
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perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Jaminan perlakuan terhadap korban 

seringkali dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan. Upaya 

penegakkan hukum tidak akan membawa hasil manakala tidak diimbagi dengan 

perasaan keadilan, termasuk di dalamnya rasa keadilan para korban kejahatan. 

b. Adanya kecenderungan sikap korban yang pasif dan bahkan non-kooperatif 

(uncooperative victims of crime) dengan aparat penegak hukum, merupakan salah 

satu bukti konkrit dari kurangnya perhatian sistem peradilan pidana terhadap hak-

hak dan perlindungan hukum korban kejahatan. Belum lagi ditambah dengan 

kecenderungan yang “offender centered” yang mengakibatkan kurangnya 

dukungan korban terhadap sistem peradilan pidana. Sikap kurang loyal di atas 

akan lebih mengemuka manakala korban harus pula berfungsi sebagai saksi yang 

memberikan kesaksian secara benar dibawah sumpah. Jika ternyata kesaksian 

korban tidak benar atau palsu dan memberatkan tersangka atau terdakwa, ia 

diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan (Pasal 242 ayat (2) 

KUHP) dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu. 

c. Kurangnya kepercayaan korban terhadap peradilan pidana yang tercermin dari 

banyaknya korban yang tidak melapor, merupakan kegagalan sistem peradilan 

pidana, baik dalam menata sistem maupun dalam mencapai tujuan akhir. Dalam 

hal yang terakhir, selain harus berpedoman kepada ketentuan tertulis harus pula 

diperhatikan moral yang didasarkan pada kebenaran dalam melihat suatu perkara. 

Oleh karenanya setiap sub-sistem dalam sistem peradian pidana senantiasa 

memiliki tanggung jawab berupa tanggung jawab hukum untuk menegakkan 

hukum negara dan tanggung jawab moral untuk mlindungi, memulihkan dan 

menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Apabila terjadi penyimpangan 

terhadap kedua tanggung jawab di atas maka akan menimbulkan efek negatif 

terhadap tersangka maupun korban. Dengan kata lain, penyimpangan di atas akan 

menjadikan sistem peradilan pidana sebagai faktor kriminogen dan sekaligus 

faktor viktimogen. Terhadap tersangka, ia akan menjadi korban struktural 

(structural victims), misalnya karena penangkapan dan penahanan yang tidak sah, 

sedangkan terhadap korban selain ia telah menjadi korban kejahatan harus pula 

menjadi korban sistem peradilan pidana yang dalam mekanismenya kurang 

memperhatikan hak-hak dan perlindungan korban yang merupakan bagian 

integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana.
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Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari proses penegakan 

hukum. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto 

terdiri dari 5 (lima) faktor agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi, yaitu : 

1.   Kaidah Hukum itu Sendiri  
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Berlakunya kaidah hukum di dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu 

sendiri. menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya 

kaidah hukum, yaitu :  

1) Berlakunya secara yuridis, artinya kaidah hukum itu harus dibuat sesuai 

dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat 

berlakunya suatu kaidah hukum.  

2) Berlaku secara sosiologis, artinya kaidah hukum itu dapat berlaku secara 

efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima 

masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.  

3) Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai 

positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaidah hukum 

tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum ).  
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2.   Penegak Hukum  

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukan adanya kelembagaan yang 

diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai pelekatan, 

fungsi-fungsi tersendiri di dalam berlakunya sistem hukum. Lembaga-lembaga itu 

antara lain adalah kepolisian dan PPNS, kejaksaan, pengadilan dan lembaga 

pemasyarakatan termasuk lembaga penasehat hukum.  

Secara lebih mendalam lagi, lembaga-lembaga tersebut memiliki undangundang 

tersendiri sebagai dasar hukum bekerjanya, di samping undang-undang hukum 

pidana.  

3.   Fasilitas  

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi 

sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.  

4.   Masyarakat  

Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan 

salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat 

kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan 

tersebut memang berfungsi.  

5.   Kebudayaan  

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan 

hidup.
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi 

korban kejahatan pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh faktor kepribadian yang 

dimiliki oleh korban itu sendiri. Faktor kepribadian ini lebih cenderung pada tingkat 

kepercayaan korban (masyarakat) kepada sistem peradilan pidana yang telah 

diimplementasikan di Indonesia. Selanjutnya, selain faktor kepribadian dari korban 

tersebut, tidak kalah penting apabila dilihat dari segi faktor dari kaidah hukum itu 

sendiri, aparat penegak hukum, fasilitas dan kebudayaan. Pada dasarnya faktor-faktor 

tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga faktor-faktor 

tersebut tidak dapat dipisahkan dalam mempengaruhi dalam perlindungan maupun 

penegakan hukum yang ideal diharapkan oleh masyarakat. 
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